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1. IDENTITAS PARA PEMOHON

timbjbhanyar@gmail.com
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PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH PEMANTAU 

PEMILIHAN DAN PEMILIH

timbjbhanyar@gmail.com

PERKARA 318: PEMANTAU PEMILIHAN PERKARA 319: PEMILIH

Nama : Syarifah Hayana, S.H. 

Instansi : Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia 
(LPRI) Kalsel

Jabatan : Ketua DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan 

Alamat : Jl. Gotong Royong Nomor 26 C RT/RW 002/006, 
Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru 
Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan 
Selatan 

Nama : Prof. Ir. H. Udiansyah, MS. 
NIK : 6372061503600005
Tempat, 
Tanggal Lahir

:
Kotabaru, 15 Maret 1960

Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Jelawat Nomor 20 Perum Cahaya 

Ratu Elok, RT.006/RW.002, Sungai Besar, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota 
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai Pemantau Pemilihan dalam 
Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Banjarbaru yang 
dilaksanakan pada Tahun 2025. 

Sebagai Pemilih TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, 
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 

dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan 
Wakil Walikota Kota Banjarbaru yang dilaksanakan 

pada Tahun 2025.
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timbjbhanyar@gmail.com

2. PENGANTAR PERMOHONAN
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PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, 

DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (1/4)

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Pada 13 Juli 2003, dalam kolomnya di Majalah Tempo, 
Doktor Smita Notosusanto, kala itu Direktur Eksekutif 
Centre for Electoral Reform (CETRO), menulis kolom 
“Presiden Pilihan Uang?” → kandidat “kuat dana” akan 
berpeluang menang melawan yang “lemah dana”

❑ Demi menang, semua serba boleh. Dengan vulgar 
bahkan dimantrakan berulang-ulang, “Tidak bisa 
menang, kalau tanpa uang”.

❑ Dalam DUITokrasi, pemilu bukanlah pesta rakyat, tetapi 
menjadi ajang unjuk kekuatan para konglomerat.

❑ Para “crazy rich” akhirnya menjadi penentu siapa bisa 
menjadi kandidat dan ujungnya, memenangkan pemilu.

❑ Dividen politiknya adalah jaminan kelanggengan bisnis 
dan proyek jumbo, dari negara; dan yang tidak kalah 
penting, keamanan dan benteng dari persoalan hukum.
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PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, 

DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (2/4)

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Potret hitam-buram-kelam DUITokrasi yang membajak demokrasi 
itulah yang juga terjadi dengan relatif sempurna di pemilihan 
Walikota Banjarbaru, ibu kota  baru provinsi Kalimantan Selatan. 

❑ Kekuatan modal yang nyaris tanpa batas, bersumber dari kekayaan 
alam batu bara, menghadirkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi 
relawan Dozer – mungkin dari kata alat berat bulldozer – dengan 
semboyan satu katanya untuk meraih suara dan kemenangan: 
Ratakan!

❑ Bermula dari pemilihan bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, pola 
kerja Tim Dozer, akhirnya merambah ke banyak wilayah di Kalsel, 
termasuk Kota Banjarbaru.

❑ kenapa Pilwali Banjarbaru menjadi “pemilu tanpa pemilu”, dimana 
suara rakyat sebelum PSU diabaikan, dan saat PSU cenderung 
diperdagangkan.

❑ Di antaranya: i) sama sekali tidak ada sosialisasi panduan memilih 
dalam pemilu dengan calon tunggal, ii) terjadi pelanggaran pemilu 
yang bukan hanya semata-mata TSM (Terstruktur Sistematis Masif), 
namun lebih jauh, iii) telah diciderainya prinsip-prinsip konstitusional 
pemilu yang jujur dan adil
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PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, 

DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (3/4)

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Tidak ada kejahatan yang sempurna.

❑ Dalam salah satu bukti yang didapatkan oleh 
Pemohon, terekam jelas video pengakuan, oleh 
Presiden Dozer, Saudara Ghimoyo bahwa dari 
jumlah DPT, diprediksi hanya 60% yang hadir, 
sehingga dilakukan “penyiraman” kepada 75 ribu 
pemilih Banjarbaru. Hitungan simpelnya, menurut 
Ghimoyo dalam video tersebut, suara yang 
didapatkan diperkirakan sekitar 75 ribu, dikurangi 
“margin of error” 20%, atau lebih kurang 60 ribu 
suara. Penghitungan yang tidak jauh berbeda dari 
hasil suara Paslon 1 yaitu: 56.043 suara.

❑ Apa itu “penyiraman”. Mari dibuktikan di 
persidangan MK yang mulia. 
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PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, 

DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (4/4)

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Akhirnya, melalui forum terhormat Mahkamah 
Konstitusi ini, Pemohon menyampaikan dalil 
dan argumen, bahwa klaim kemenangan 
Paslon 1 di PSU Banjarbaru harus diuji 
dengan cermat dan hati-hati. Pemohon 
berkeyakinan telah terjadi dua modus utama, 
politik uang dan politik curang yang 
membunuh tatanan demokrasi dan 
menghidupkan praktik nyata DUITokrasi. 

❑ Kesimpulannya, melalui putusan Mahkamah 
Konstitusi yang mulia, Pemohon meminta 
dikembalikannya marwah pemilu sebagai 
daulat rakyat, bukan daulat uang. Artinya, 
kemenangan PSU Paslon 1 Erna Lisa Halaby-
Wartono wajib dianulir, dan pencalonannya 
harus dinyatakan batal alias diskualifikasi.
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timbjbhanyar@gmail.com

3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
(DIANGGAP DIBACAKAN)



timbjbhanyar@gmail.com

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN 
PERMOHONAN 

11
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PERMOHONAN DIAJUKAN MASIH DALAM 

TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

timbjbhanyar@gmail.com

NO WAKTU DOKUMEN KETERANGAN
1. 21 April 2025, Pukul 

23:30 WITA 
Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kalimantan 
Selatan Nomor 69 Tahun 2025 
tentang Penetapan Hasil 
Pemungutan Suara Ulang Tindak 
Lanjut Putusan Mahkamah 
Konstitusi Pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Banjarbaru 
Tahun 2024) (OBJEK 
PERMOHONAN)

Objek Permohonan dikeluarkan oleh KPU 
Provinsi Kalimantan Selatan

2. 23 April 2025, Pukul 
15:39 WIB

Pengajuan Permohonan Awal Bukti penerimaan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Elektronik Nomor:

1) Pemantau Pemilihan: 8/PAN.MK/e-
AP3/04/2025 (Bukti P-7)

2) Masyarakat Pemilih: 9/PAN.MK/e-
AP3/04/2025 (Bukti P-4 Perkara 319)

3. 25 April 2025, Pukul 
22:47 WIB

Pengajuan Perbaikan 
Permohonan

Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara 
Elektronik Nomor: 932/P-
WKO/Pan.MK/04/2025 (Bukti Tambahan 
Proses dimasukan)

Bukti P-6
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timbjbhanyar@gmail.com

Untuk keperluan presentasi ini, 
yang digunakan adalah 

penomoran bukti perkara 318, 
dengan Pemohon dari 

Pemantau Pemilihan



timbjbhanyar@gmail.com

5. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 
PARA PEMOHON

14
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PEMOHON PEMANTAU PEMILIHAN (LPRI)

timbjbhanyar@gmail.com

Pemohon (Lembaga Pengawasan Reformasi 
Indonesia (LPRI) Kalsel) merupakan lembaga yang 

dibentuk dan berada di bawah naungan 
Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi 

Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 

Pasal 4 PMK 3/2024 tentang 
Tata Beracara PHPKADA

1 2

Bukti P-4 (perkara 318)

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 7 s.d. 11
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PEMOHON PEMANTAU PEMILIHAN (LPRI)

timbjbhanyar@gmail.com

Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan 
untuk PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 

2025 yang telah memiliki sertifikat dengan 
Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-

KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Provinsi 
Kalimantan Selatan

Syarifah Hayana selaku Ketua DPD, 
berwenang dan bertanggung jawab untuk 

mengajukan sengketa PHPKADA di MK, 
sesuai Pasal 30 AD LPRI

3 4
Bukti P-5 Bukti P-2

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 7 s.d. 11
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PEMOHON PEMILIH (UDIANSYAH)

timbjbhanyar@gmail.com

Pasal 4 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHPKADA

Meskipun pemohon orang perseorangan 
tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, 

namun dalam praktiknya, Mahkamah 
Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek 

formil, khususnya berkaitan dengan legal 
standing jika terjadi kondisi atau kejadian 

khusus yang melanggar prinsip-prinsip dasar 
kepemiluan

Oleh karena terdapat dugaan pelanggaran 
TSM, maka menjadi tanggung jawab moral 

bagi Pemohon untuk memperjuangkan 
penyelenggaraan Pemilukada di Banjarbaru 

yang berpedoman pada prinsip jujur, dan adil. 

Perbaikan Permohonan Pemilih, halaman 7 s.d. 13
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SEJUMLAH PUTUSAN MAHKAMAH YANG TERKAIT 

DENGAN LEGAL STANDING

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Putusan MK 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 
(Sengketa Pilwalkot Banjarbaru)

 
❑ Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

❑ Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010

❑ Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011

❑ Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010

❑ Putusan 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010

Perbaikan Permohonan Pemilih, halaman 9 s.d. 11
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timbjbhanyar@gmail.com

“Berdasarkan sejumlah Putusan MK dan uraian 
di atas, serta mengingat Mahkamah Konstitusi 
dapat mengenyampingkan ketentuan formil 

terkait legal standing dan ambang batas sepanjang 
telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam 

proses pemilihan in casu PSU Pemilukada 
Banjarbaru, 

maka Pemohon Pemilih sangat layak memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) dalam 
Permohonan a quo.”
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timbjbhanyar@gmail.com

“Terlebih, Pemohon Pemantau (LPRI) 

mendapatkan berbagai intimidasi, bahkan 
ditersangkakan, yang patut diduga bertujuan 

untuk menggugurkan Permohonan.

Oleh karena itu, keberadaan Permohonan 
dari Pemilih menjadi penting untuk tetap 

memperjuangkan ditegakkannya prinsip-
prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL dalam 

Pilwalkot Banjarbaru.” 



21

timbjbhanyar@gmail.com

Quod non, selisih perolehan suara antara 
Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, 

versi Termohon melebihi ambang batas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 
(2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu 

Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut 
terjadi karena terdapat pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan secara 

terstruktur, sistematis, dan masif untuk 
memenangkan Paslon Nomor 1, termasuk 
tapi tidak terbatas terdapat praktik politik 

uang (money politics), dan intimidasi 
terhadap Pemilih, Pemantau, dan 

Pemohon.

PEMBERLAKUAN AMBANG BATAS PATUT DIKESAMPINGKAN, 

KARENA TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG 

DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

AMBANG BATAS:
1,5% x 107.458 (suara) = 

1.612 (suara). 

SELISIH SUARA:
4.628 (empat ribu 

enam ratus dua puluh 
delapan)

285.546

1,5%

107.458

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 9 s.d. 10



timbjbhanyar@gmail.com

6. POKOK-POKOK PERMOHONAN

22
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TERMOHON TELAH MENETAPKAN HASIL PSU 

PILWALKOT BANJARBARU

timbjbhanyar@gmail.com

No Nama Pasangan Calon Jumlah

1
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono

(Paslon Nomor 1)
56.043 suara

2 Kolom Kosong 51.415 suara  
Selisih Suara 4.628 suara

Total Suara Sah 107.458 suara
Total Suara Tidak Sah 3.358 suara

Perolehan suara tersebut tersebut diraup oleh 
Paslon Nomor 1 dengan cara-cara yang 
melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang 

LUBER dan JURDIL, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

Bukti P-6

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 11
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PELANGGARAN PILWALKOT BANJARBARU YANG 

TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)

timbjbhanyar@gmail.com

Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara 
nyata terjadi di PSU Pilwalkot Banjarbaru, yaitu

1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;

2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;

3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN 
melanggar Ketentuan Netralitas;

4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, 
hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru 
dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang 
seharusnya NETRAL; 

5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan 
Pemohon di Mahkamah Konstitusi; dan

6. Termohon Tidak Profesional dalam 
Penyelenggaraan PSU Bercalon Tunggal.

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 14
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1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

timbjbhanyar@gmail.com

Pelanggaran TSM di Banjarbaru adalah gambaran nyata 
bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi 
pemenangan, yang mewujud dalam modus politik uang 
dan politik curang. 

Dalam buku Indonesian Corruption Watch 
berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010) 

[Bukti P-14] 

Dalam bagan tersebut juga, berbagai 
aktor mengambil peran masing-

masing, antara lain cartels, 
entrepreneurs, brokers, political actor, 

bureaucrats, dan organized crime.

Pola relasi tersebut sedikit banyak 
identik dengan dugaan pelanggaran 

TSM dalam pelaksanaan PSU 
Pilwalkot Banjarbaru.

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 16
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timbjbhanyar@gmail.com

Lisa maju sebagai Calon 
Walikota Banjarbaru berbekal 

dukungan orang paling 
berpengaruh di Kalsel, H. Andi 
Syamsuddin Arsyad alias H. 

Isam]

Bukti P-16

1

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 16

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisahala
by-dapatdukungan-dari-hajiisam-maju-di-pilkadabanjarbaru-

2024-inibukti-yang-beredar 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisahalaby-dapatdukungan-dari-hajiisam-maju-di-pilkadabanjarbaru-2024-inibukti-yang-beredar
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisahalaby-dapatdukungan-dari-hajiisam-maju-di-pilkadabanjarbaru-2024-inibukti-yang-beredar
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisahalaby-dapatdukungan-dari-hajiisam-maju-di-pilkadabanjarbaru-2024-inibukti-yang-beredar
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timbjbhanyar@gmail.com

Dukungan H. Isam kepada 
Lisa tidak lepas dari 

keberadaan Timothy 
Savitri, adik kandung Lisa

Bukti P-17

2

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 16

https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-
pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/ 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/
https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/
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timbjbhanyar@gmail.com

Timothy sendiri merupakan 
rekan bisnis H. Isam yang 

menjabat sebagai Partner 
Jhonlin Grup

Bukti P-18

3

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 16

https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-
borong-2000-ekskavator-dari-china-untuk-pertanian 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-borong-2000-ekskavator-dari-china-untuk-pertanian
https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-borong-2000-ekskavator-dari-china-untuk-pertanian
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timbjbhanyar@gmail.com

4

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 16

Di samping bisnis, 
kedekatan mereka berdua 
juga terjalin melalui ASFA 

Foundation sebagai 
Dewan Pembina

Bukti P-19
https://asfafoundation.or.id/jajaran-pimpinan/ 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://asfafoundation.or.id/jajaran-pimpinan/
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timbjbhanyar@gmail.com

5

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Adalah Ghimoyo, anak buah H. 
Isam sekaligus mantan CEO 

Jhonlin Group yang memegang 
peranan kunci dalam 

pemenangan Lisa di Banjarbaru 
melalui Tim Dozer

Bukti P-20
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/pr

ofil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-
bumn-id-food 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
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timbjbhanyar@gmail.com

6

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Sebagai Presiden Tim Dozer, Ghimoyo 
optimis akan memenangkan Pilkada 

di Wilayah Kalsel, salah satunya di 
Banjarbaru. Untuk diketahui, sejak 18 

Maret 2025, Ghimoyo resmi 
menjabat sebagai Direktur Utama 

PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID 
FOOD), BUMN yang bergerak di 

bidang pangan. 

Bukti P-20a
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/pr

ofil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-
bumn-id-food 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food
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timbjbhanyar@gmail.com

7

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Bagi Banjarbaru sendiri, 
Tim Dozer mengerahkan 

1.230 relawan untuk 
mendukung penuh Lisa 

Halaby-Wartono

Bukti P-21
https://republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-
pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-

usung-optimisme 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme
https://republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme
https://republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme
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timbjbhanyar@gmail.com

8

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Tim Dozer juga menjadi relawan 
pemenangan Andi 

Sudirman Sulaiman dan Fatmawati 
Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Kata 

Panglima Tim Dozer, Rully Rozano, 
anggaran pemenangan senilai 

Rp50 miliar adalah jumlah yang 
sangat sedikit

Bukti P-22
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-

blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-
cuma-rp-50-m?page=1 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1


34

timbjbhanyar@gmail.com

9

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Selain dukungan besar di atas, Lisa 
juga berhasil memborong partai 
politik di Banjarbaru. Pada saat 

pengumuman nomor paslon, Lisa 
tercatat diusulkan oleh PKB, 

Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, 
Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, 
PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, 

dan Perindo dengan total 13 partai

Bukti P-23
https://headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-

dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-
pilkada-banjarbaru-2024/ 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024/
https://headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024/
https://headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024/
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10

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Andaikata tidak ada Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
60/PUU-XXII/2024 yang pada 
pokoknya meringankan syarat 
pencalonan dengan merujuk 

perolehan suara dan bukan jumlah 
kursi, Aditya Mufti Arifin tidak 
berpeluang mencalonkan diri 
dalam Pemilukada Banjarbaru

Bukti P-24
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/s

yarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-
berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-

kembali-terbuka 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka
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11

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Meski berhasil menjadi calon, 
namun naas nasib Aditya-Said 

Abdullah, didiskualifikasi oleh KPU 
Banjarbaru kurang sebulan dari 

hari pemungutan suara. 
Diskualifikasi oleh Bawaslu Kalsel 

yang berasal dari laporan Wartono, 
Calon Wakil Walikota Paslon 

Nomor 1

Bukti P-25
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/d

iadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-
karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-

sarankan-ini 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini
https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini
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12

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 17

Dengan adanya putusan 
diskualifikasi itu, bila ada warga 

yang mencoblos Aditya-Said, 
suaranya dinilai tidak sah. Benar 

saja, Lisa-Wartono hanya meraih 
36.135 (31,5%) sebagai suara sah 
dan suara tidak sah mencapai 

78.736 (68,5%)

Bukti P-26
https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-

paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-
240vc1MH3UJ/4 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 

https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4
https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4
https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4
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Persoalan di atas, kemudian dibawa dalam 
persidangan Mahkamah Konstitusi. Setelah 
melalui pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, 

akhirnya MK menjatuhkan Putusan Nomor 
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dengan 

pertimbangan yang sangat tepat, salah satunya 
Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar asas 

Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas 

“bebas”. MK lalu memerintahkan 
dilaksanakannya PSU, antara Paslon Nomor 1 

dengan kolom kosong. 

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI 
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1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI

“Sangat amat disayangkan, PSU Banjarbaru 

terindikasi telah diwarnai dengan begitu 
banyaknya praktik politik uang yang mencakup 

semua wilayah. Berbagai keterangan dan informasi dari 
pemilih yang menyampaikan politik uang untuk 

memilih Paslon Nomor 1 merambah dan tidak 
terkendali. 

Untuk itu sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilukada
yang Luber dan Jurdil, permohonan ke Mahkamah 

Konstitusi ini adalah jalan perjuangan (jihad)
konstitusional yang terhormat dan wajib ditempuh.”



40

timbjbhanyar@gmail.com

Bermula dari siaran langsung (live streaming) melalui akun 
Facebook BPost Online dengan caption: 

“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara 
Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 
84 persen data masuk tim Erna Lisa…”

Bukti P-27, video potongan Ghimoyo 1 
menit 56 detik 

Link Video https://drive.google.com/file/d/1cKq9-
Hsy5HA8OqiekuCSA4VkPF4zWqiy/view?usp=drive_link 

Video lengkap pernyataan 
Ghimoyo, dengan subtitle, 

durasi 6 menit 28 detik
Link video: 

https://drive.google.com/file/d/1Q
COxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA

5jk0Mj/view?usp=drive_link 
 

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 19 s.d. 20

Indikasi politik uang, dimulai dari 
menit 2.42 detik

Bukti Tambahan P-151

https://drive.google.com/file/d/1cKq9-Hsy5HA8OqiekuCSA4VkPF4zWqiy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cKq9-Hsy5HA8OqiekuCSA4VkPF4zWqiy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
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“Dari situ kita berbagi. 

Dari 75.000 kita siram itu kita masih 
margin error sekitar 20%. Kita sudah 
hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada 
yang tidak datang, ada yang macam-
macam. 

Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja 
masih dikibulin juga di bawah, tapi 
alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari 
tadi juga semuanya kita merasakan 
ketegangan yang sama, tapi yang 
penting, menang. Itu kata-katanya yang 
penting menang. Jadi, tradisi juara sudah 
kita torehkan lagi, jadi harus menang.”

Pernyataan Ghimoyo, 
Presiden Tim Dozer 

Video lengkap pernyataan 
Ghimoyo, dengan subtitle, 

durasi 6 menit 28 detik
Bukti Tambahan P-151, Link 

video: 
https://drive.google.com/file
/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM
4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=

drive_link 
 

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

“Para pendukung-pendukung, relawan-
relawan yang lain yang saya nggak bisa saya 
sebutkan satu persatu ataupun institusi-
institusinya, jadi semua bekerja keras.

Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil 
di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti 
dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan 
semua di sini. Full tim baru kali ini yang 
namanya satu kecamatan saya taruh satu 
direksi di situ, supaya apa, supaya 
keputusannya cepat. Satu kelurahan saya 
kasih levelnya sudah manager atau GM di satu 
kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk 
kelurahan sangking wanti-wantinya 
nggak boleh kalah.

Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita 
berhitung dari 193, kita hanya berharap yang 
datang itu 60% dari 193.” 

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 19 s.d. 20

Indikasi politik uang, dimulai dari 
menit 2.42 detik

https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link
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Penjelasan pernyataan Ghimoyo (1/2):

1. “Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil 
di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti 
dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan 
semua di sini.” Hal ini membuktikan pengerahan 
personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.

2. “Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah 
manager atau GM di satu kelurahan untuk 
monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking
wanti-wantinya nggak boleh kalah.” 
Kalimat tersebut membuktikan bahwa Tim Dozer
menunjuk orang-orang terbaik untuk 
memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap 
kelurahan.

3. “Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita 
berhitung dari 193, kita hanya berharap yang 
datang itu 60% dari 193.” Pernyataan itu 
membuktikan bahwa Tim Dozer telah 
memiliki penghitungan dan target 
perolehan suara untuk memenangkan 
Paslon Nomor 1.

Tim Dozer, dengan semboyan “Ratakan!”

Bukti P-22
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-

blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-
cuma-rp-50-m?page=1 

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1
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Penjelasan pernyataan Ghimoyo (2/2):

“Dari situ “kita berbagi”. Dari 75.000 
“kita siram” itu kita masih margin error
sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu 
ada yang berkhianat, ada yang tidak 
datang, ada yang macam-macam.”

Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak 
sekaligus, yaitu:

❑“Kita berbagi” dan “kita siram” merupakan bahasa kiasan 
yang tidak dapat dimaknai secara letterlijk, tetapi harus 
dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu 
bermakna “kita membagikan uang”;

❑“Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 
25%.” Dengan frasa “margin error” dari 75.000, maka secara 
konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi 
“target siraman” (baca: penerima uang), yang tidak 
terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Praktik politik uang ini terkonfirmasi melalui netizen pada berbagai 
platform media sosial. Mereka adalah silent majority yang mengetahui 
pasti vote buying Paslon Nomor 1, namun tidak dapat muncul ke 
permukaan karena adanya potensi intimidasi, ancaman, dan bahkan teror

Sumber:
https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igs
h=ZzFxNTNuYmlwYjRv

[Bukti P-28]

Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, 
tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @aryanto_abimanyu menyebutkan “makasih 300rb
nya bu lah.., kena bila mencalon lagi tolong naik akan
500rb lah hhe”.

Terjemahan: terima kasih Rp300 ribu-nya bu. Nanti kalau 
mencalonkan lagi, tolong dinaikkan menjadi Rp500 ribu 
ya hhe.

- @fitriaaanwr menyebutkan, “Mksih 200 ny bu”
Terjemahan: Terima kasih Rp200 ribunya ya Bu

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 21

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv
https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv
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Komentar warganet pada akun Tiktok
@Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun 
@ratihaditya_, tanggal 20 April 2025 
menyebutkan “ngeri eh, wani ma ambili ka
rumah buhannya bila kdada d tps, sama bila kd
terpilih jar buliknakam 200 ribu nya, di daerah 
sdm rendah napa ada asal ba upah aja tatap ya 
bacari sorang jua jar”, 

Terjemahan: Ngeri ya, mereka (Dozer) berani 
menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS. 
Juga kalau tidak memilih (Paslon 01), uang Rp200 
ribu-nya harus dikembalikan. Padahal, di daerah 
dengan sumber daya manusia rendah, tetap saja 
harus mencari rejeki sendiri dengan mengambil 
upah (kerja).

Sumber: https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/
[Bukti P-34]

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 23

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/
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Komentar warganet pada akun tiktok
@kalseldaily pada tanggal 20 April 2025, yang
disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya
Pak Henry, yang menyebutkan “dapat ai jua aku
200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong
wkwkwk”.

Terjemahan: Saya juga dapat uang Rp200 ribu,
tapi tetap mencoblos kotak kosong wkwkwk

Sumber:
https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/749
4980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkad
a%20banjarbaru&t=1745465903745

[Bukti P-41]

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 26

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
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Screenshot komentar warganet pada akun
@kalselmaju.com pada tanggal 20 April 2025,
yang disampaikan oleh akun atas nama
edypurwanto670 yang menyebutkan

“segala cara dihalalkan untuk jadi
walkot 100 dan 200ribu demi duduk sungguh
ngeri mudahan yang memberi kena karma
Allah atau setruke”

Sumber:
https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/vid
eo/7495032504336862470?q=hasil%20psu%2
0pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
[Bukti P-42]

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 26

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7495032504336862470?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7495032504336862470?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7495032504336862470?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745
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Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di Kecamatan Banjarbaru 
Selatan, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan 
Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bukti Tambahan P- 76

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Bukti Tambahan P- 82

Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di Kecamatan 
Banjarbaru Selatan, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk 
memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di Kecamatan Liang 
Anggang, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan 
Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bukti Tambahan P-72

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang 
sudah dinotariskan, terjadi di Kecamatan Landasan Ulin, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan 
Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bukti Tambahan P- 74

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang 
sudah dinotariskan, terjadi di Kecamatan Banjarbaru Utara, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan 
Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bukti Tambahan P-80

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang 
sudah dinotariskan, terjadi di Kecamatan Cempaka, terkait:

Masifnya politik uang atau jual beli suara untuk 
memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bukti Tambahan P-75

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Pernyataan-Pernyataan Notariil dan bawah 

tangan tersebut, terjadi di SELURUH 5 
(lima) Kecamatan, sehingga memenuhi 

unsur MASIF, yang mensyaratkan lebih 
dari setengah wilayah Pemilihan Walikota 

(Pasal 135A UU Pemilukada)

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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Sebenarnya warga telah 
melakukan upaya pelaporan atas 
dugaan praktik politik uang untuk 

memenangkan Paslon Nomor 1. 

Meski laporan dimaksud telah 
diregister pada nomor 

001/Reg/LP/ PW/Ko 
ta/22.02/IV/2025, namun Bawaslu 
Banjarbaru tidak menilai laporan 

tersebut sebagai pelanggaran 
pemilihan.

Bukti P-57

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 29

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU
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3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN 

MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (1/3)

timbjbhanyar@gmail.com

Selain mengepalai 
pasukan Tim Dozer, 

tindakan Ghimoyo nyata-
nyata juga melanggar 
ketentuan netralitas 

pimpinan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN). 

Bukti P-20
Bukti P-20a

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 29
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3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN 

MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (2/3)

timbjbhanyar@gmail.com

Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang 
melibatkan pejabat badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah.”

Pasal 189 UU Pemilukada

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, 
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon 
Wakil Walikota yang dengan sengaja 
melibatkan pejabat badan usaha milik 
negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur 
Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 
kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat 
desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam 
ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 
(enam juta rupiah).” 

Bukti P-58

Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, halaman 29
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3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN 

MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (3/3)

timbjbhanyar@gmail.com

“Dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam 
memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU 

Pemilukada Banjarbaru, maka telah terang 
pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini, 
di satu sisi juga mengandung ancaman pidana 

serius bagi Paslon Nomor 1. 

Keterlibatan Ghimoyo dalam pemenangan Paslon 

Nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur 

“terstruktur” dalam pelanggaran TSM ini.”
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (1/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Pelibatan para Ketua RT untuk menjadi 
tim yang memenangkan salah satu 
peserta Pemilukada merupakan hal 

yang dilarang. Hal ini mengingat 
bahwa ketua RT merupakan bagian 

dari pemerintahan desa (Vide Pasal 70 
ayat (1) huruf c juncto Pasal 71 ayat (1) 

UU Pemilukada) yang seharusnya 
netral dalam pelaksanaan PSU 

Pemilukada Banjarbaru
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (2/8)

timbjbhanyar@gmail.com

RT dan RW merupakan bagian dari 
pemerintahan desa, sehingga berlaku 

ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 
71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa (Permendagri 18/2018)
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (3/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Argumentasi terkait Ketua RT wajib dan seharusnya 
netral, juga didukung oleh berbagai pendapat dari 
Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Bukti P-59
https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-

bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades 

https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades
https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (4/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Argumentasi terkait Ketua RT wajib dan seharusnya 
netral, juga didukung oleh berbagai pendapat dari 
Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Bukti P-60
https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-

rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024 

https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024
https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (5/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Argumentasi terkait Ketua RT wajib dan seharusnya 
netral, juga didukung oleh berbagai pendapat dari 
Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Bukti P-61
https://radargresik.jawapos.com/politik-

pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-
jaga-netralitas-di-pilkada-2024 

https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024
https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024
https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (6/8)

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, 
mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, 
RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian 
dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Paslon 
Nomor 1.

Bagaimana fakta yang terjadi di Banjarbaru?

Keluarga RT terlibat dalam pemberian praktik politik uang

Bukti P-79

Bukti P-76
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (7/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Kawan-kawan yang mau bergabung 
(para RT) kirim kepada saya KTP dan 

Nomor Handphone. Intinya dengan 
hati ikhlas, tanpa paksaan, kita 

berjuang bersama untuk 
kemenangan ibu lisa.

Bukti P-168

Menit 02:54

Grup WhatsApp RT se-Kecamatan Cempaka
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4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA 

RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN 

“RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (8/8)

timbjbhanyar@gmail.com

Assalamualaikum wb. Selamat malam 

bapak/ibu ketua ketua RT di 
Kecamatan Cempaka. Dengan ini kami 
mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk 

berhadir Minggu, 23 Maret 2025. Pukul 15.00 
WITA Agenda Buka Puasa Bersama 

Tempat Hotel Rattan Iin 
Banjarmasin. Diharapkan hadir tepat 
waktu yang sudah ditentukan terima kasih 

atas segala perhatiannya. Salam Dozer
Bukti P-166

Menit 04:16

Grup WhatsApp RT se-Kecamatan Cempaka
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5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

timbjbhanyar@gmail.com

Selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang 
bersifat TSM, terdapat juga ancaman dan berbagai bentuk intimidasi 
yang ditujukan kepada pemantau ataupun pemilih yang berkeinginan 
menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.

Sudah menjadi rahasia umum yang 
diperbincangkan di media sosial, salah 

satunya pada platform Tiktok. 

Pengakuan ini tercermin dari komentar 
netizen yang mengetahui praktik politik 
uang, namun tidak berani atau “tidak 

wani” (bahasa Banjar) untuk 
melaporkan ke instansi terkait. 

Bukti P-48
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timbjbhanyar@gmail.com

Pemantau Pemilihan, LS Vinus, didatangi oleh 
Pihak Kepolisian dari Mabes Polri

Kedatangan Pihak Kepolisian itu pada tanggal 21 
Februari 2025, 3 hari sebelum Putusan MK 

bertanggal 24 Februari 2025

Bukti Tambahan P-165

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Sebelumnya, Pemohon LS 
Vinus pada PHPKADA 

(sebelum PSU), 
diintimidasi habis-habisan.

Pengurusnya dipanggil 
oleh Pihak Kepolisian di 

Bareskrim Polri.

Bukti Tambahan P-144 Bukti Tambahan P-116

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Sebelumnya, Pemohon LS Vinus pada PHPKADA 
(sebelum PSU), juga sama diintimidasi habis-habisan

Ketua LS Vinus, Yusfitriadi, 3 
tiga) hari sebelum pembacaan 

Putusan Nomor 
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 

pada 24 Februari 2025, 
dipanggil oleh Bareskrim Polri 
untuk dimintai keterangan 

pada tahap penyelidikan 

Bukti P-64

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Sebelumnya, Pemohon LS Vinus pada PHPKADA 
(sebelum PSU), diintimidasi habis-habisan Bukti P-65

Proses pendampingan 
ketua LS Vinus, 

Yusfitiriadi di Bareskrim 
Polri, Sehubungan adanya 
pemanggilan kedua oleh 

Pihak Kepolisian

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Intimidasi dan 
kriminalisasi terhadap 

Pemohon dilakukan 
dengan cara:

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Panggilan oleh Bawaslu Banjarbaru;

2. Panggilan oleh Polres Banjarbaru;

3. Panggilan ole KPU Provinsi Kalsel;

4. Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda 
Kalsel, Pangdam Kaltim, Kaltara, dan Kalsel, 
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kepala 
Kesbangpol meminta untuk mencabut gugatan 
di MK;

5. KPU Provinsi Kalsel mencabut akreditasi 
Pemantau Pemilihan (LPRI/Pemohon);

6. Penetapan Tersangka terhadap Pemohon 
Pemantau Pemilihan, Syarifah Hayana
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timbjbhanyar@gmail.com

Syarifah Hayana, dkk, dipanggil oleh Bawaslu Banjarbaru

1. Syarifah Hayana, S.H.;
2. Agus Maulana Syarif;
3. Agus Hidayatullah, S.P., S.H.;
4. Eka Rollina, S.E.;
5. Adinda Illiyyin Zahra;
6. Azmirul Rufaida, S.Kep. Ns.;
7. Decky Amelia;
8. Muhammad Ali Hamiadi, 

S.Kom.;
9. Achmad Junaidi B., S.H.;
10. Arif Fadilah;
11. David Arianto;
12. Muhammad Ridho Amin;
13. Syarifah Lulu Alhabsyi;
14. Mukti Pratama;
15. Baringin Sakti Nasution I.R.;
16. Ahmad Ambar Fuadi;
17. M. Rumman Ananda;
18. Dadan Suhendar;
19. Rizki Amelia; dan
20. Pahriyah. Bukan Pengurus LPRI

Bukti Tambahan P-87

Bukti P-4

Nama-nama 
Pengurus LPRI

Bukti Tambahan P-88

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

20 dari 21 orang yang dipanggil klarifikasi, 
ditetapkan sebagai Terlapor 
dalam Pemberitahuan Tentang Status 
Laporan Nomor: 
002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 
tanggal 30 April 2025. Laporan tersebut 
dilimpahkan ke Polres Banjarbaru dan 
KPU Kota Banjarbaru.

Untuk diketahui, tidak semua 
pengurus LPRI Kalsel 
mengikuti pemantauan PSU 
Pemilukada Banjarbaru. 
Sehingga banyak pengurus LPRI Kalsel 
yang tidak mengetahui sebab-musabab 
laporan a quo.

Bukti Tambahan P-110

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

2-5 Mei 2025, Syarifah Hayanah dkk, dipanggil Polres Banjarbaru 
untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak Pidana Pasal 128 jo. Pasal 187D 
UU Pemilukada.

Bukti Tambahan P-115Bukti Tambahan P-114Bukti Tambahan P-113Bukti Tambahan P-112

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

4-7 Mei 2025, Syarifah Hayanah dkk, dipanggil KPU Kalsel 
untuk dimintai keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administrasi 
dalam UU Pemilukada.

Bukti Tambahan P-108 & Bukti Tambahan P-142

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Gubernur Kalsel dan jajaran Pimpinan Lembaga meminta Pemohon untuk 
mencabut Permohonan Sengketa Hasil PSU Pemilukada Banjarbaru tanggal 28 April 2025.

Bukti Tambahan P-120

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Gubernur Kalsel dan jajaran Pimpinan Lembaga meminta Pemohon untuk mencabut 
Permohonan Sengketa Hasil PSU Pemilukada Banjarbaru tanggal 28 April 2025.

Perintah untuk mencabut gugatan di MK, dimulai 
dari menit 2:30 detik

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bukti Tambahan P-156

https://drive.google.com/file/d/19xFpoCOUUj1
ck6zuTChO57_CJ_OUG13J/view?usp=sharing 

Link video

https://drive.google.com/file/d/19xFpoCOUUj1ck6zuTChO57_CJ_OUG13J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xFpoCOUUj1ck6zuTChO57_CJ_OUG13J/view?usp=sharing
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timbjbhanyar@gmail.com

9 Mei 2025, PENCABUTAN LPRI KALSEL SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PSU Pemilukada 
Banjarbaru.

Bukti Tambahan P-109

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

12 Mei 2025, SYARIFAH HAYANA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA 3 hari sebelum Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan. Syarifah juga dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 14 Mei 2025 (h-1 Pemeriksaan Pendahuluan).

Bukti Tambahan P-146 dan 147

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Penetapan Tersangka adalah Kriminalisasi, apalagi LPRI 
tidak sepakat dengan pemberitaan berita quick count 
tersebut

Bukti Tambahan P-124

Bukti Tambahan [proses dimasukan]

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Sehubungan dengan pencabutan 
akreditasi Pemantau Pemilihan, 

Pemohon mengajukan 
keberatan administratif ke 

Bawaslu, pada 14 Mei 2025.

Bukti Tambahan P-160

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Pemohon 
mengajukan surat 

permohonan 
penundaan 

Tersangka, pada 14 Mei 2025

Bukti Tambahan P-161

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

Pemohon melaporkan Tindakan penyelenggara, yang diduga 
tidak professional dan adil ke DKPP

Bukti Tambahan P-162 Bukti Tambahan P-163 Bukti Tambahan P-164

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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timbjbhanyar@gmail.com

“Yang Mulia Majelis Hakim 
Konstitusi, kami akan 
menguatkan dalil intimidasi ini 

dengan Keterangan Saksi.” 

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN 

PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Terdapat fakta yang juga beredar di 
masyarakat berupa ketidakprofesionalan 
Termohon dalam pelaksanaan PSU 
Banjarbaru, antara lain:

1) Tidak adanya panduan memilih di TPS 
antara kolom kosong dan paslon; 

2) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 
November 2024 dengan DPT PSU 19 April 
2025;

3) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU 
tanggal 19 April 2025; dan/atau 

4) Tidak meratanya pembagian undangan 
memilih.
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Ketiadaan panduan memilih kolom kosong seharusnya 
menjadi perhatian Termohon dalam pelaksanaan PSU.

TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu 
[Bukti P-66] 

TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan 
[Bukti P-67] 

TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur 
[Bukti P-68]

TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin 
[Bukti P-69] 

Sepanjang penelusuran Pemohon, semua TPS dalam 
PSU Banjarbaru tidak menampilkan tata cara 

mencoblos kolom kosong melawan Paslon Nomor 1.
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Pernyataan Pemilih, terkait minimnya sosialisasi 
PSU Bercalon Tunggal

Bukti Tambahan P-81 Bukti Tambahan P-80 Bukti Tambahan P-75
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

“Tidak adanya pedoman di atas, akhirnya mengurangi 
makna (value) suara pemilih sebab pada dasarnya, 
mayoritas pemilih tidak tahu pasti implikasi memilih 

kolom kosong. Berbagai asumsi timbul terhadap kolom 
kosong, yang dikhawatirkan bisa dianggap suara kolom 

kosong tidak bernilai alias tidak sah. 

Quod Non, bilapun Termohon telah melakukan sosialisasi 
secara daring, dalam batas penalaran yang wajar, tetap saja 

tidak menjangkau semua pemilih. Pemilih akan lebih 

memahami makna dan arti memilih kolom kosong jika 
hal demikian disampaikan panduannya di TPS.”

Halaman 
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan 
dengan hasil rekapitulasi Kota Banjarbaru Pilkada 27 November 
2024 dengan PSU 19 April 2025, diduga terjadi di seluruh 
kecamatan, dengan sampel 2 kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin

DPT 27 
November 2024

DPT PSU 19 April 2025

Laki-Laki 27.029 27.032

Perempuan 29.535 29.408

Total 56.565 56.440

Kecamatan Cempaka

DPT 27 
November 2024

DPT PSU 19 April 2025

Laki-Laki 15.184 15.308

Perempuan 13.605 13.724

Total 28.789 29.032

Bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) 
PKPU 17/2024, yang menyebutkan

 “dalam pemungutan suara ulang pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi, tidak 

dilakukan pemutakhiran data Pemilih 
kecuali ditentukan lain pada 

pertimbangan hukum dan/atau amar 
putusan Mahkamah Konstitusi.”
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

1

Amar Putusan MK 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 
tanggal 24 Februari 2025 

2

TIDAK DIBERHENTIKAN DARI 
JABATANNYA SELAKU ANGGOTA KPU, 

ALIAS MASIH AKTIF

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

Amar Putusan DKPP, tanggal 28 Februari 2025 
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

3

Dalam BA Penetapan Hasil, tidak terdapat 
tandatangan Haris Fadhillah selaku Anggota KPU 

Banjarbaru yang masih aktif
Dalam SK Penetapan hasil pun, yang tandatangan 

hanya Ketua KPU Kalsel, sama Sekali tidak 
melibatkan KPU Banjarbaru. Padahal, masih ada 

anggota yang aktif, yakni Haris Fadhillah

4
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6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM 

PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

timbjbhanyar@gmail.com

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

Dikarenakan Haris Fadhillah masih aktif 
sebagai Anggota KPU Banjarbaru, dan 

mengingat Putusan MK 05 memerintahkan 
kepada KPU Banjarbaru untuk 

melaksanakan PSU, maka Objek 
Permohonan yang dikeluarkan oleh KPU 

Kalsel dengan tidak melibatkan KPU 
Banjarbaru sebagai penyelenggara, 

in casu Haris Fadhillah, jelas Objek 

Permohonan tersebut patut dinilai tidak 
sah dan cacat prosedur.

5 Pasal 129 PKPU 3/2020
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PEMBUKTIAN PEMILU/PEMILUKADA

timbjbhanyar@gmail.com

❑ Selalu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan 
bukti yang menguatkan dalil pelanggaran 
Pemilu/Pemilukada, apalagi TSM, yang melibatkan 
kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara 
pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) 
dalam memenangkan pemilu.

❑ Seringkali bukti dihilangkan jejaknya, saksi 
diintimidasi bahkan dikriminalisasi, atau ahli diiming-
imingi untuk menyampaikan pendapatnya.

❑ Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan 
kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu 
seharusnya mengedepankan bukan hanya saksi dan 
bukti surat, tetapi juga bukti petunjuk dan keyakinan 
hakim. 

❑ Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai 
hati nurani konstitusional yang tajam untuk 
mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, 
sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari 
pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk 
menghilangkan dan meniadakan alat-alat bukti. 
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PETITUM

timbjbhanyar@gmail.com

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan 
Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan 
Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 
tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 
Desember 2024 pukul 23:30 WITA;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang 
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 
Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil 
Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah 
Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 
Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 
2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 
pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai 
berikut:

No Nama Pasangan Calon Jumlah

1
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono

(Paslon Nomor 1)
Diskualifikasi

2 Kolom Kosong 51.415 suara  
Total Suara Sah 51.415 suara

Total Suara Tidak Sah 3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah 54.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia untuk mengambil 
alih penyelenggaraan pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada 
tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan 
mengulang seluruh tahapan pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan 
Umum Republik Indonesia untuk 
melaksanakan putusan ini

6. Tambahkan (ex Aueqo et Bono)



96

timbjbhanyar@gmail.com

TERIMA KASIH
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